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I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan  strategis globalisasi, Daerah  diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau
kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi
dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya
diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual
sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM
secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan
ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun
terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM,

dan mekanisme penerapan SPM.
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Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan
tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan
lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait
dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya
ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh
menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau
jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan
yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai
dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk
mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan
indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan
penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara
empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;

(i) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

(iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

(iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian
terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam
konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan
secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk
mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya
SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga
bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi
kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya
kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah
provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga
mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan
dan Dbelanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang
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meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan
dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat
terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah
kabupaten /kota.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip
penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya
yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan
penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan
dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang
salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ”"prinsip kesesuaian kewenangan” adalah
SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Yang dimaksud dengan “prinsip ketersediaan” adalah SPM
ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh
setiap Warga Negara secara minimal.

Yang dimaksud dengan ’prinsip keterjangkauan” adalah SPM
ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau
jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga

Negara.
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Yang dimaksud dengan ’“prinsip kesinambungan” adalah SPM
ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-
menerus.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterukuran” adalah SPM
ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang
terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Yang dimaksud dengan prinsip “ketepatan sasaran” adalah SPM
ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa
kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada
Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau

tidak mampu.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bersifat mutlak” adalah tidak
boleh tidak, harus ada.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah anak yang
mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang
tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga.
Yang dimaksud dengan “lanjut usia telantar” adalah orang yang
berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan Daerah” meliputi rencana
pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja
Pemerintah Daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja

Daerah.
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membebaskan biaya” antara lain
memberikan beasiswa, memberikan barang dan/jasa
secara gratis dalam penerapan SPM.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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